
SALIN AN PERATURAN WALIKOTA MANADO 
NOMOR: 57 TAHUN 2016 

TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA MANADO TIPE C 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA MANADO, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Manado,perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Tipe C; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
PP.mP.rint::i h::in n::iP.r::i h sebagaimana tP.la__h beberapa lrn li 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Mana<lo; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KOTA MANADO TIPE C 

WALIKOTA MANADO 
PROVINSI SULAWESI UTARA 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Manado. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado. 
3. Walikota adalah Walikota Manado. 
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Mana.do. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Sekretariat Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
6. Sekretarisadalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
7. Bidangadalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanarnan Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
10. Tim Teknis adalah kelornpok kerja yang terdiri dari unsur 

unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan 
perizinan dan atau non perizinan yang memiliki kompetensi 
sesuai bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris 
Daerah. 

Bagian Kedua 
Tu gas 

Pasal 3 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang Penanarnan Modal da11 Pelaynan 
Terpadu Satu Pintu serta Tugas Pembantuan. 



Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 4 

Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Sa.tu 
Pinh1rfr1hm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
Pasal (3), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

t, ieasnva .dan t..io.A.t:, ...., •J""-1'""" .L 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan lingkup tugasnya. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
terdiri atas : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat Dinas, yang membawahi : 

I] Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan 
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Promosi, Kerja Sama Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Perizinan Ekonomi Dan Sosial, yang 
membawahi : 
1) Seksi Promosi Dan Kerja Sama Penanaman Modal; 
2) Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi; dan 
3) Seksi Pelayanan Perizinan Sosial. 

d. Bidang Perencanaan Penanaman Meda 1 Dan Pelayanan 
Perizinan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup, yang 
membawahi: 
1) Seksi Perencanaan Dan Pengernbangan Pena.naman 

Modal; 
2) Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan; dan 
3) Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup. 

e. Bidang Bidang Data, Informasi, Pengaduan, 
Pengawasandan Regulasi, yang membawahi: 
1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi; 
2) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan; dan 
~) ~Ph~i Pengawasan dan Regulasi, 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
(2) Struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang rnerupakan bagian Iidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 



BAB IV 
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 6 

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
dipimpin oleh Kepala Dinas. 

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman 
modal dan penyelenggaraan pelayana.n terpadu satu pintu, 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat(2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

penanaman mod~l dan pelayanan terpadu satu pintu; 
d. penyelenggaraan administrasi di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 
e. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional promosi 

dan kerjasama investasi: 
f. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional 

perencanaan dan pengembangan penanaman modal; 
g. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional 

pengawasan dan pengendalian penanaman modal; 
h. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 
1. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional data, 

inforrnasi dan pelayanan pengaduan dan regulasi; 
J. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional perizinan 

1 1 • • 1 1 1 nan non penzman exonorrn, sosiai, pemoangunan nan 
lingkungan hidup; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. 

Bagian Kedua 
Kewenangan Kepala Dinas 

Pasal 7 

Kepala Dinas mempun ai kewenangan menandatangani 
perizinandari/atau non penzman atas nama w~mrnt~ 
berdasarkan pelimpahan wewenang dari Walikota. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat Dinas 

Pasal 8 

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Seorang Sekretaris. 
(2} Sekretarismempunyai tugas mernbantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan Pengelolaan Urusan Perencanaan, Keuangan, 
Kepegawaian, Surat menyurat, Aset dan Rumah Tangga. 



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiat.an 

Sekretariat yang berbasis kinerja; 
b. pengkoordinasian rencana program kerja dan kegiatan 

Dinas; 
c. penyusunan perumusan kebijakan umum dan teknis 

dibidang sekretariat; 
d. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan 

teknis Dinas; 
e. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana 

strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana 
kegiatan, dan anggaran Dinas; 

f. pengkoordinasian pelaksanaan 
organisasi di lingkungan Dinas; 

g. penyusunan rencana kerjasama Dinas 
h. penyusunan penetapan kinerja Dinas; 
L penyusunan laporan keuangan Dinas; 
J. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan 

kegiatan Dinas; 
k. pemantauan, pengendalian dan Pengevaluasian kinerja 

serta darnpak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.; 
1. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 
m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program 

dan kegiatan Dinas; 
n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan 

tahunan Dinas; 
o. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, 

kearsipan, adrninistrasi um um perpuslakaan, 
kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta 
hubungan masyarakat; 

p. pengendalian dan pelaksanaan norma, 
pedoman dan petunjuk operasional di 
kesekretariatan; 

q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
kegiatan sekretariat; dan 

r. pelaksanaan tng.As 1.Ain yang diberikan atasan. 

iugas unit-unit 

standar, 
bi dang 

Bagian Keempat 
Bidang Promosi, Kerja Sama Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Ekonomi dan Sosial 

Pasal 9 
( 1) Bidang Promosi, Kerja Sama Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sosial mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinas dalam me1aksanakan tugas di 
bidang promosi,kerja sama penanaman modal dan perizinan 
dan non perizinan ekonomi yang meliputi perdagangan, 
perindustrian, penanaman modal, pertanian, kepariwisataan 
danperekonomian lainnya sertaperizinan clan non 
perizinansosia lyang meliputi Pendidikan, Kesa hatan, Tenaga 
Kerja, dan sosial kemasyarakatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1), Bidang Prornosi, Kerja Sama Penanarnan Modal dan 
Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sosial menyelenggarakan 
fungsi: 



a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di 
bidang promosi dan kerjasama investasi serta Pelayanan 
perizinan clan non perizinan ekonomi clan sosial yang 
berbasis kinerja; 

b. penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di 
bidang promosi, kerjasama investasi serta Pelayanan 
perizinan dan 11011 perizinan ekonomi dan sosial; 

c. penyusunan penetapan kinerja bidang promosi dan 
kerjasama investasi dalam dan luar negeri serta 
perizinan dan non perizinan ekonomi dan sosial; 

d. penyelenggaraan kegiatan promosi dalam dan luar negeri 
dan pencarian peluang investasi; 

e. pelaksanaan kerjasama investasi dalam dan luar negeri; 
I, pelaksanaan publikasi .penyebarluasan informasi serta 

pPl11a..T1g imrP~hrni rli:ili:im dan luar negeri; 
g. pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak dalam 

penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi dalam 
dan luar negeri bagi pengembangan penanaman modal 
dan investasi di daerah: 

h. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang ekonomi dan 
sosial; 

1. pelakasanaan koordinasi dengan instansi teknis yang 
terkait dengan perizinan dan non perizinan ekonomi dan 
sosial; 

J. pengkoordinasian Tim Teknis yang terkait dengan 
perizinan; 

k. pengevaluasian kinerja Tim Teknis yang terkait; 
1. pengendalian dan Pelaksanaan norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasional di bidang promosi 
penanaman modal dan Pelayanan perizinan ekonomi dan 
sosial; 

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
dan kegiatan bidang prornosi, kerjasama investasi dalam 
dan luar negeri serta pelayanan perizinan dan non 
perizinan bidang ekonomi dan sosial;dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

Bagian Kelima 
Bida.11g Perencanaan Pe11a.11a.111a.11 Modal dan Pelayanan 

Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 

Pasal 10 

( 1) Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Pernbangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai 
tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas 
tugas Bidang Perencanaan dan pengembangan penanaman 
modal serta pelayanan penzinan dan 11011 
perizinanpembangunan. perhubungan dan tata ruangserta 
perizinan dan non perizinan lingkungan hidup. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Pernbangunan dan Lingkungan 
Hidupmenyelenggarakan fungsi: 



a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang 
Perencanaan dan pengembangan penanaman modal 
serta pelayanan penzuran dan non penzman 
pembangunan dan lingkungan hidup yang berbasis 
kinerja; 

b. penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di 
bidang perencanaan dan pengembangan pena.11a.111a.11 
modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan 
pembangunan dan lingkungan hidup; 

c. penyusunan penetapan kinerja bidang perencanaan dan 
pengembangan penanaman modal serta pelayanan 
perizinan dan non perizinan pembangunan dan 
lingkungan hidup; 

d. pelaksanaan Perencanaan dan pengembangan 
Penanaman Meda 1; 

e. pelaksanaan pengembangan potensi unggulan daerah; 
f. pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga Dalam 

Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal di 
daerah: 

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang 
permasalahan di bidang perencanaan dan 
pengernbangan penanarnan modal; 

h. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan 
bidang pembangunan, perhubungan, tata ruang dan 
lingkungan hidup; 

1. pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis yang 
terkait dengan perizinan dan non penzman 
pembangunan, perhubungan, tata ruang dan 
lingkungan hi<lup; 

J. pengkoordinasian Tim Teknis yang terkait dengan 
penzman; 

k. pengevaluasian kinerja Tim Teknis yang terkait; 
l. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, 

pedoman dan petunjuk operasional di bidang 
peencanaan dan pengembangan penanaman modal serta 
pelayanan perizinan pembangunan dan lingkungan 
hid up; 

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
dan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan 
Penanaman Modal serta pelayanan penzinan 
pembangunan dan lingkungan hidup: dan 

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

Bagian Keenam 
Bidang Data, Informasi, Pengaduan, Pengawasandan Regulasi 

Pasal 11 

(1} Bidang Data, Inforrnasi, Pengaduan, Pengawasandan 
Regulasi mernpunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 
melaksanakan tugas-tugas Bidang pengelolaan Data dan 
Informasi, pelayanan informasi/ customer service, pelayanan 

1 : 1 pengauuan, pc::ngawa:sanpc::nzman secara ierpauu, 
pengawasan penanaman modal serta analisa dan 
penyusunan regulasi terkait penanaman modal dan 
perizinan terpadu 



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Kepala Bidang Data, Informasi, Pengaduan, 
Pengawasandan Regulasimenyelenggarakan Iungsi: 
a. penyusumm rencana program kerja dan kegiatan di 

bidang data, informasi pengaduan dan regulasi yang 
berbasis kinerja; 

b. penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di 
bidang data, informasi pengaduan dan regulasi: 

c. penyusunan penetapan kinerja di bidang data, informasi 
pengaduan dan regulasi; 

d. penyelenggaraan dan mengelola sistem informasi 
investasi dan perizinan; 

e. pengembangan Sistem Informasi Investasi dan Perizinan 
berbasis Teknologi; 

f. pengernbangan pelayanan informasi, f"ll~tnmPr ~Pnrif"P 

dan pengaduan; 
g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan di 

loket pelayanan; 
h. pelaksanaan pengkajian dan penilaian atas laporan 

kegiatan penanaman modal secara berkala; 
1. pelaksanaan bimbingan/ pembinaan dalam penanaman 

modal; 
.J. pelaksanaan pemantauan realisasi pelaksanaan dan 

evaluasi perkembangan penanaman modal; 
k. pelaksanaan pengendalian Penanaman modal; 
1. pelaksanaan Pengawasan terkait Perizinan secara 

terpadu; 
m. pelaksanaan analisa terhadap regulasi terkait 

1 1 1 1 1 penanaman mouai uan penzman Lerpauu; 
n. penyusunan regulasi terkait penanaman modal dan 

perizinan dan non perizinan; 
o. pelaksanaan Koordinasi Antar Lembaga Dalam 

Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN / PM1\; 
p. pelaksanaan koordinasi penyusunan regulasi terkait 

penanaman modal dan perizinan terpadu; 
q. pengendalian dan Pelaksanaan nonna, standar, 

pedoman dan petunjuk operasiona 1 di bidang data, 
informasi dan pelayanan pengaduan serta regulasi; 

r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
dan kegiatan bidang data, informasi dan pelayanan 
pengaduan serta regulasi; dan 

s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

Bagian Ketujuh 
Rincian Togas Subbagian pada Sekretaris 

Pasal 12 

(1) Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai 
tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan 
pengelolaan urusan perencanaan, keuangan dan aset. 

(2) Rincian tugas Subbagian Program, Keuangan clan 
Pelaporan: 
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat di bidang 

perencanaan keuangan dan aset yang berbasis kinerja; 
b. mengkoordinasikan rencana program kerja dan kegiatan 

Dinas: 



c. menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis di 
bidang perencanaan, keuangan dan aset; 

d. rnengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan 
teknis Dinas di bidang perencanaan, kernmgan dan aset; 

e. mengkoordinasikan penyusunan rencana umum, 
rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, 
rencana kegiatan, dan anggaran Dinas; 

f. menyusun rencana kerjasama Dinas 
g. menyusun penetapan kinerja Dinas; 
h. menyusun laporan keuangan Dinas; 
1. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan 

Dinas; 
J. memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja 

serta dampak melaksanakan program <lan kegiatan 
Dinas; 

k. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 
1. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan 

kegiatan Dinas; 
m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan 

tahunan Dinas; 
n. mengelola penatausahaan keuangan Dinas dan 

Pelaporan Aset Dinas; 
o. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, 

pedoman dan petunjuk operasional di bidang Program, 
Keuangan dan Aset; 

p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
kegiatan di bidang Program, Keuangan dan Aset; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

Pasal 13 

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
membantu SekretarisDinas dalam melaksanakan pengelolaan 
urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga. 

(2) Rincian tugas Subbagian Umum dan Kcpcgawaian: 
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat di bidang 

Umum dan Kepegawaian yang berbasis kinerja; 
b. mengkoordinasikan rencana program kerja dan kegiatan 

Dinas; 
c. menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis 

kepegawaian; 
d. mengkoordinasikan peruuiusan kebijakan urnurn dan 

teknis Dinas di bidang Kepegawaian; 
e. mengelola kepegawaian dan administrasi umum, 

kearsipan sarana dan prasarana serta hubungan 
masyarakat; 

f. memelihara Sarana dan Prasarana Kantor; 
g. menyusun laporan kinerja pegawai; 
h. mengendalikan dan melaksanakan nonna, standar, 

pedoman dan petunjuk operasional di bidang 
Administrasi Umum dan Kepegawaian; 

1. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
kegiatan di bidang Adrninistrasi u111u111 dan 
Kepegawaian.dan 

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 



Bagian Kedelapan 
Rincian Togas Seksi pada Bidang Promosi, Kerja Sama 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sosial 

Pasal 14 

( 1) Seksi Promosi dan Keria Sama Penanaman Modal 
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Promosi, Kerja 
Sama Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Ekonomi 
dan Sosia 1 da lam menyelenggarakan tugas promosi 
Penanaman Modal dan Kerja Sama Penanaman Modal. 

(2} Rincian tugas Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman 
Modal: 
a. menyusun Rencana Kegiatan di bidang Promosi 

Penanaman Modal dan Kerja Sama Penanaman Modal 
b. menyusun penetapan kinerja bidang promosi dan 

kerjasama investasi dalam dan luar negeri 
c. menyelenggarakan kegiatan promosi dalam dan luar 

negeri , pencarian peluang investasi; 
cl. melaksanakan kerjasama investasi dalam clan luar 

nPO"Pn • ---o-- - ' 
e. melaksanakan publikasi ,penyebarluasan informasi serta 

peluang investasi dalam dan luar negeri; 
melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam 
penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi dalam 
dan luar negeri bagi pengembangan penanaman modal 
dan investasi di daerah; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
dan kegiatan bidang prornosi, kerjasama investasi dalam 
dan luar negeri;dan 

h. rnelaksanakan Iugas lain yang diberikan alasan. 

r 
1. 

Pasal 15 

(1) Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Promosi, Kerja Sama Penanaman 
._ r 1 1 1 T"\. 1 ~ 0 0 T""\1 • 1 r, 0 1 1 1 1v10aa1 nan reiayanan renzman ~Konom1 nan costar uaiam 
menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan non 
perizinanEkonomiyang meliputi perdagangan, perindustrian, 
penanaman modal, pertanian, kepariwisataanserta perizinan 
dan non perizinanlainnya yang berhubungan dengan 
perekonomian. 

(2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi : 
a. menyusun rencana kegiatan di bidang Pelayanan 

perizinan dan nrm perizinan ekonomi yang hPrhi:i,::;,:: 

kinerja; 
b. menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di 

bidang Pelayanan perizinan clan non perizinan ekonomi, 
c. menyusunpenetapan kinerja bidang pelayanan perizinan 

dan non perizinan ekonomi; 
d. melaksanakan pelayanan perizinan bidang ekonomi; 
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis yang 

terkait dengan perizinan dan non perizinan ekonomi; 
f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja Tim 

Teknis yang terkait; 



g. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, 
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan 
perizinan ekonomi; 

h. mPli=ik~i:ini:ilrnn monitoring, Pvi=ilna~i nm, pelaporan tugas 
dan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non 
perizinan bidang ekonomi; dan 

L rnelaksanaka..n tugas lain yang diberikan atasan. 

Pasal 16 

(1) Seksi Pelayanan Perizinan Sosial mernpunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Promosi, Kerja Sama Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sosial dalam 
rnenyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan non 
perizinarrSosia 1 yang meliputi Pendidikan, Kesa hatan, 
Tenaga Kerja, sertaperizinan dan non perizinanlainnya yang 
berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. 

(2) Rincian tugas Seksi Pelayana.n Perizinan Sosial: 
a. menyusun rencana kegiatan di bidang Pelayanan 

perizinan dan non perizinan Sosial yang berbasis kinerja; 
b. menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di 

bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan Sosial; 
c. menyusunpenetapan kinerja bidang pelayanan perizinan 

dan non perizinan Sosial; 
d. melaksanakan pelayanan perizinan bidang Sosial; 
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis yang 

terkait dengan perizinan dan non perizinan Sosial; 
f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja Tim 

m , • j , •j 

1 exrns yang ierxan. 
g. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, 

pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan 
perizinan Sosial; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
dan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non 
perizinan Sosial; dan 

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

Bagian Kesembilan 
Rlncian Tugas Seksi pada Bidang Perencanaan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup 

Pasal 17 

( 1) Seksi Perencanaan dan 
Modalmempunyai tugas 

Pengembangan Penanaman 
membantu Kepala Bidang 

Perencanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 
Pembangunan dan Lingkungan Hid up dalam 
menyelenggarakan tugas perencanaan dan pengembangan 
penanaman modal 

(2) Rincian tugas Scksi Pcrcncanaan dan Pcngcmbangan 
Penanaman Modal: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan dan 

pengembangan penanaman modal yang berbasis kinerja; 



b. menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di 
bidang perencanaan dan pengembangan penanaman 
modal; 

c. menyusun penetapan kinerja bidang perencanaan dan 
pengembangan penanaman modal; 

d. melak.sanakan Perencanaan dan pengembangan 
Penanaman Modal. 

e. melaksanakan pengembangan Potensi Unggulan Daerah 
f. melaksanakan Koordinasi Antar Lembaga Dalam 

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal di 
daerah 

g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
tentang permasalahan di bidang perencanaan dan 
pengembangan penanaman modal; 

h. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, 
pedoman dan petunjuk operasional di bidang 
perencanaan Penanaman Modal; 

L melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
dan kegiatan bidang perencanaan penanaman 
modal;dan 

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

Pasal 18 

(1) Seksi Pelayanan Perizinan Pernbangunan mempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal 
dan Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan 
Hidup dalam menyeienggarakan tugas pelayanan perizinan 
dan non perizinanyang bekaitan dengan pernbangunan, 
perhubungan dan tata ruang. 

(2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan perizinan 

dan non perizinan pembangunan yang berbasis kinerja; 
b. menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di 

bidang pelayanan penzman dan non penzman 
pem ban gun an; 

c. menyusun penetapan kinerja bidang pelayanan 
perizinan dan non perizinan pembangunan; 

d. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan 
bidang pembangunan, perhubungan dan tata n1t:111g; 

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis yang 
terkait dengan penzman dan non perizinan 
pembangunan, perhubungan dan tata ruang; 

f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja Tim 
Teknis yang terkait; 

g. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, 
pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan 
perizinan pembangunan, perhubungan dan tata ruang; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
dan kegiatan bidang pelayanan perizinan pembangunan, 
perhubungan dan tata ruang; dan 

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 



Pasal 19 

( 1) Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup mernpunyai 
tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perizinan Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup dalarn menyelenggarakan tugas 
Pelayanan PPr+7.ini:in rli:in nnn perizinan yi:ing hPrlrniti:in 
dengan pengelolaan Lingkungan Hidup. 

(2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan perizinan 

dan non perizinan lingkungan hidup yang berbasis 
kinerja; 

b. menyusun rencana 
bidang pelayanan 
lingkungan hidup; 

c. menyusun penetapan kinerja bidang pelayanan 
perizinan dan non perizinan lingkungan hidup; 

d. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan 
bidang lingkungan hidup; 

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis yang 
1 1 • 1 1 ° 0 1 ° 0 1° 1 LerKWL uengan penzman uan nun penzman ungxungan 
hid up; 

f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja Tim 
Teknis yang terkait; 

g. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, 
pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan 
perizinan lingkungan hidup; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
rli:in kegiatan bidang pelayanan pPn?:in::in lingkungan 
hidup; dan 

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

perumusan kebijakan teknis di 
perizinan dan non penzman 

Bagian Kesepuluh 
Rincian Tugas Seksi pada Bidang Data, lnformasi, Pengaduan, 

Pengawasan dan Regulasi 

Pasal 20 

(1) Seksi Seksi Pengelolaan Data Dan Informasimempunyai 
tugas membantu Bidang Data, lnformasi, Pengaduan dan 
Regulasi dalam menyelenggarakan tugas pengelolaan data 
clan infonnasi. 

(2) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Data Dan lnformasi: 
a. menyusun rencana kegiatan di bidang pengelolaan data 

dan informasi yang berbasis kinerja; 
b. mPnym::un renr::in::i perumusan kebijakan tPknis ni 

bidang pengelolaan data dan informasi; 
c. menyusun penetapan kinerja di bidang pengelolaan data 

dan informasi; 
d. menyelenggarakan dan mengelola sistem informasi 

investasi dan perizinan; 
e. menggembangkan Sistem lnformasi Investasi dan 

Perizinan berbasis Teknologi; 
mengendalikan dan melaksanakan norma, 
pedoman dan petunjuk operasional di 
pengelolaan data dan inforrnasi; dan 

f. standar, 
bidang 



g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
dan kegiatan bidang pengelolaan data dan informasi; 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

Pasal 21 

( 1) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduanmempunyai tugas 
membantu Kepala Bidang Data, Informasi, Pengaduan dan 
Regulasi dalam menyelenggarakan iugas Pelayanan 
Informasi/Customer Service dan pengaduan. 

(2) Rincian tugas Seksi Pelayanan lnformasi dan Pengaduan: 
a. menyusun rencana kegiatan di bidang pelayanan 

informasi/ customer service dan pengaduan yang 
berbasis kinerja; 

b. menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di 
bidang pelayanan informasi/ customer service dan 
oenzaduan: r-ut:,-- a..., 

c. menyusun penetapan kinerja di bidang pelayanan 
informasi/ customer service dan pengaduan; 

1 1 1 1 • r • 1 i • u. menyeiengaraxan peiayanan iruormasi/ customer service 
dan pengaduan; 

e. mengkordinasikan dan memonitoring pelaksanaan 
kegiatan pelayanan di loket pelayanan; 

f. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, 
pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan 
informasi/ customer service dan pengaduan; 

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
rhm kPgi::ihm bidang pelayanan infnrm::isi / rnstnmPr 
service dan pengaduan;dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

Pasal 22 

(1) Seksi Pengawasan dan Regulasi mempunyai tugas 
membantu KepalaBidang Data, Informasi, Pengaduan dan 
Regulasi dalam menyelenggarakan tugas Pengawasan, 
analisa dan penyusunan regulasi. 

(2) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Regulasi: 
a. menyusun rencana kegiatan di bidang regulasi yang 

berbasis kinerja; 
b. mP.ny11s11n rP.nr:m::i perumusan kebijakan tP.knis ni 

bidang regulasi; 
c. menyusun penetapan kinerja di bidang data, informasi 

pengaduan dan 1 egulasi; 
d. melaksanakan pengkajian dan penilaian atas laporan 

kegiatan penanaman modal secara berkala; 
e. melaksanakan bimbingan/ pembinaan dalam 

penanaman modal; 
f. melaksanakan pemantauan realisasi pelaksanaan dan 

evaluasi perkembangan penanaman modal; 
g. melaksanakan pengendalian Penanaman modal, 
h. melaksanakan PPngm~ms::in tPrk::iit PPri?:1n1=1n secara 

terpadu; 
1. melakukan analisa terhadap regulasi terkait penanaman 

modal dan perlzinan terpadu; 



J. menyusun regulasi terkait penanaman modal dan 
perizinan dan non perizinan; 

k. melaksanakan Koordinasi Antar Lembaga Dalam 
Pengendalian PPlP.ksP.nP.P.n TnvPstP.Si PMnN/ PMA; 

1. melakukan koordinasi terkait penyusunan regulasi 
terkait penanaman modal dan perizinan terpadu; 

m. mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, 
pedoman dan petunjuk operasional di bidang regulasi; 

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas 
dan kegiatan bidang regulasi;dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 

Bagian Kesebelas 
Tim Teknis 

Pasal 23 

( 1) Tim Teknis mempunyai tugas memberikan saran 
pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi 
mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan 
perizinanatau non perizinan kepada Kepala Dinas. 

(2) Rinrii:m tugas Tim TPknis· 
a. melaksanakan Analisa Kelayakan Penerbitan Izin dan 

non izin sesuai peraturan perundang-undangan dan 
dalru11 batas waktu yang ditentukan; 

b. membuat rekomendasi kepada kepala dinas melaui 
kepala bidang yang bersesuaian tentang diterima atau 
ditolaknya Permohonan Izin dan non izin; 

c. melaksanakan Perhitungan Penetapan Retribusi 
Perizinan; dan 

d. membuat dan menyampaikan laporan basil rekomendasi 
kepada Kepala SKPD yang terkait <lan Kepala Dinas. 

BAB V 
TATA KERJA 

Pasal 24 

( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalarn 
lingkungan masing-masing maupun antar sM1rnn nrgfLnisP.si 
di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain 
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing 
masmg. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan 
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin 
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahannya, 



(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada 
w~kt,mv~ 
.. -----·- J --· 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan 
organisasi lainyang secara fungsional mempunyai hubungan 
kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpman satuan 
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pernberian 
bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib 
mengadakan rapat berkala. 

BAB VI 
JABATANPERANGKATDAERAH 

Pasal 25 

(1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan 
. . t" • t pimpinan .. mggi pra .. arna. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan 
administrator. 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan 
administrator. 

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan 
jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 26 

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, 
penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai 
dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. 



 

BAB VIII 
PENUTUP 

Pasal27 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2008 tentang 
Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perijinan 
Terpadu Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 28 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W alikota mt dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kota Manado. 

Ditetapkan di Manado 
pada tanggal 31 Desember 2016 

WALIKOTA MANADO, 

ttd 

G. S. VICKY LUMENTUT 

Diundangkan di Manado 
pada tanggal 31 Desember 2016 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA, 

ttd 

RUM DJ. USULU 

SERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 57 
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